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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan 

Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota 

dimulai dari Periode Anggaran 2018 sampai 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan 

(www.BPK.go.id). Penelitian ini dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan Software 

Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan 

Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Daerah.  

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja 

Daerah, Kinerja Keuangan  
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Abstract  

This study aims to determine the effect of the Regional Independence Ratio, the Effectiveness of 

Regional Original Income, and Regional Expenditure Management on Regional Financial 

Performance in Regency/City Governments in South Sumatra Province. The population used in this 

study were all Regencies and Cities in South Sumatra Province consisting of 13 Regencies and 4 Cities 

starting from the 2018 to 2023 Budget Period. This study is a quantitative study using secondary data 

obtained from the official website of the Audit Board of Indonesia (www.BPK.go.id). This study was 

analyzed by multiple linear regression using Eviews 12 Software. The results of this study indicate that 

the Regional Independence Ratio, the Effectiveness of Regional Original Income, and Regional 

Expenditure Management have an effect on Regional Financial Performance. 

Keywords: Regional Independence Ratio, Effectiveness of Regional Original Income, Regional 

Expenditure Management, Financial Performance 

 

PENDAHULUAN  

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari era Orde Baru menuju era Reformasi, 

lahirlah peluang untuk pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan peralihan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua 

regulasi tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk melimpahkan beban pembiayaan dari 

pusat ke daerah, tetapi lebih jauh mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan serta pelayanan publik. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah 

untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diharapkan, keleluasaan yang diberikan 

pemerintah pusat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. 

Otonomi juga diharapkan mampu menurunkan ketergantungan terhadap dana dari pusat 

melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Menurut Mahmudi (2019), pelaksanaan otonomi daerah yang berhasil setidaknya 

ditandai oleh dua hal penting: pertama, daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang 

baik, yakni dengan kewenangan penuh dalam menggali dan mengelola sumber-sumber 
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pendapatan daerah sendiri untuk membiayai pemerintahannya; kedua, ketergantungan fiskal 

terhadap pemerintah pusat harus diminimalkan, sehingga PAD menjadi sumber pembiayaan 

utama dan memperkuat peran strategis pemerintah daerah. Dalam konteks ini, independensi 

fiskal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian daerah. 

Kinerja keuangan menjadi salah satu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan 

otonomi daerah. Hutabarat (2021:2) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah bentuk 

analisis untuk menilai sejauh mana suatu instansi menjalankan pengelolaan keuangannya 

berdasarkan aturan yang berlaku secara baik dan benar. Keberhasilan pemerintah daerah 

dalam otonomi juga dapat tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), terutama dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah secara konsisten dari 

waktu ke waktu. 

Untuk menilai kemampuan keuangan daerah, digunakan berbagai rasio keuangan. 

Mahmudi (2019) menyebut beberapa rasio utama dalam pengukuran tersebut, seperti Rasio 

Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, dan Rasio 

Efektivitas pengelolaan PAD. Rasio-rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan 

daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada 

pemerintah pusat. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah serta efisiensi 

dalam pengelolaan belanja juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja fiskal daerah 

secara menyeluruh. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan (DJPK) data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer 

dan Anggaran Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 

2018 sampai 2023 adalah sebagai berikut dalam tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.2. 
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Data dari BPK RI menunjukkan bahwa selama periode 2018 hingga 2023, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi, dan belanja daerah juga tidak 

stabil, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 92,68 persen. Meskipun 

demikian, penerimaan dari pendapatan transfer, terutama dari pemerintah pusat, masih jauh 

lebih besar dibandingkan PAD, menandakan tingginya ketergantungan keuangan daerah 

terhadap pusat. Pernyataan ini diperkuat oleh Lydia K. Christyana, Kepala Kanwil DJPb Provinsi 

Sumatera Selatan, yang menjelaskan bahwa pada Januari 2023, realisasi pendapatan daerah 

memang lebih tinggi dari belanja, namun dana transfer pusat tetap menjadi penopang utama 

pendanaan daerah. 

Penelitian Harsono (2023) menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, dan upah minimum 

daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan upah 

minimum juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan belanja 

modal justru memiliki dampak negatif terhadapnya. Di sisi lain, PAD tidak memengaruhi 

pengangguran, namun belanja daerah dan upah minimum terbukti menaikkan tingkat 

pengangguran. 

Sementara itu, Wahono (2018) menemukan bahwa tidak semua komponen PAD 

berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pajak daerah dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan, namun retribusi daerah dan 

sumber pendapatan sah lainnya terbukti berpengaruh positif. Keseluruhan temuan ini 

menegaskan pentingnya optimalisasi PAD untuk mendukung otonomi fiskal dan mengurangi 

ketergantungan terhadap dana pusat. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan 

pendapat Sugiyono (2019:16), metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen yang telah disiapkan. Hasil 

pengumpulan data kemudian dianalisis secara statistik atau kuantitatif dengan tujuan utama 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, sebagai bagian dari wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Proses penelitian berlangsung sejak Februari 

hingga Juni 2024, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan selama periode 

tahun 2018 hingga 2023. 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data panel. 

Seperti dijelaskan oleh Widarjono (2018), data panel merupakan gabungan antara data cross 

section (data dari beberapa objek pada waktu yang sama) dan data time series (data yang 

diamati selama periode tertentu). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap 

dinamika perubahan dari masing-masing entitas secara lebih mendalam. Untuk keperluan 

pengolahan data, digunakan perangkat lunak statistik Eviews versi 12. 

Adapun untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini, digunakan metode 

analisis regresi linear berganda. Regresi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel 

dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Model regresi dalam analisis panel 

memanfaatkan kombinasi antara data waktu (time series) dan unit amatan (cross section), 

sehingga model dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α + β₁X₁ᵢₜ + β₂X₂ᵢₜ + β₃X₃ᵢₜ + e 

Dalam model tersebut, Y merupakan variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah, 

sedangkan X₁ menunjukkan rasio kemandirian daerah, X₂ menggambarkan efektivitas 

pendapatan asli daerah, dan X₃ menunjukkan pengelolaan belanja daerah. Simbol α adalah 

konstanta, β₁, β₂, dan β₃ merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-

masing variabel independen, sementara e adalah error term atau residual. Notasi i 

merepresentasikan unit cross section dan t adalah waktu pengamatan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

                                           

                                                   Sumber: Output Eviews, 2024 

Berdasarkan Tabel 1 hasil Statistik deskriktif dapat diketahui bahwa: 

1. Rasio kemandirian daerah menunjukkan jika nilai minimum adalah 2,90 dan nilai 

maksimum 107,61 dengan nilai mean sebesar 16,07 dan standar deviasi sebesar 20,22. 

Nilai minimum terjadi pada kabupaten Empat Lawang ditahun 2021 

2. Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 7,46 dan nilai 

maksimum sebesar 617,62 dengan nilai mean sebesar 95,49 dan nilai standar deviasi 

sebesar 58,89. Nilai minimum terjadi pada kabupaten Lahat ditahun 2018 

3. Pengelolaan belanja daerah menunjukkan nilai minimum sebeesar 1,00 dan nilai 

maksimum sebesar 939,62 dengan nilai mean sebesar 98,11 dan standar deviasi sebesar 

93,93. Nilai minimum terjadi di kabupaten Empat Lawang ditahun 2021 

4. kinerja keuangan daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 1,18 dan nilai maksimum 

757,65 dengan nilai mean sebesar 64,00 dan standar deviasi sebesar 93,88. Nilai minimum 

terjadi pada Musi Rawas 

 

Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas 
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Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,084929 

yang berarti lebih besar dari α (0.315477> 0,05), hasil ini menunjukkan bahwa  

data berdistribusi normal atau dapat disebut telah lulus dari uji normalitas. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

                               

Sumber: output eviews, 2024 

Berdasarkan hasil tabel 2 koefisien korelasi X1 dan x2 sebesar 0.400622 < 0,85. X1 dan 

X3 sebesar -0.165889 < 0,85 dan X2 dan X3 sebesar -0.049587 < 0,85. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel terbebas dari multikolinieritas. 

 

 

 

 

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 

 

                                                       Sumber: Output Eviews, 2024 

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa nilai signifikansi variabel bebas berada diatas 0,05. 

Dengan Nilai Probabilitas X1 sebesar 0,0813 > 0,05, nilai Probabilitas X2 sebesar 0,3322 dan 

nilai probabilitas X3 sebesar 0,6838. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada masalah heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/08/24   Time: 03:26

Sample: 2018 2023

Periods included: 6

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 102

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 61.61313 20.87806 2.951095 0.0040

X3 0.041156 0.100758 0.408460 0.6838

X2 -0.168554 0.172961 -0.974522 0.3322

X1 0.898780 0.510208 1.761596 0.0813

R-squared 0.031739     Mean dependent var 64.00569

Adjusted R-squared 0.002098     S.D. dependent var 93.88811

S.E. of regression 93.78957     Akaike info criterion 11.95841

Sum squared resid 862055.3     Schwarz criterion 12.06135

Log likelihood -605.8789     Hannan-Quinn criter. 12.00009

F-statistic 1.070779     Durbin-Watson stat 1.447984

Prob(F-statistic) 0.365157

a X1 X2 X3 

X1 1.000000 0.400622 -0.165889 

X2 0.400622 1.000000 -0.049587 

X3 -0.165889 -0.049587 1.000000 
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Y = 1,080403 + (-0,0261461) X1 + 0,0519632 X2 + 0,0419822 X3 + 𝑒  

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,080403, artinya apabila variabel rasio 

kemandirian keuangan daerah(X1), efektivitas pendapatan asli daerah(X2), dan pengelolaan 

belanja daerah(X3) bernilai konstan atau 0, maka besarnya kinerja keuangan(Y) sebesar 

1,08% 

2. Nilai koefisien rasio kemandirian keuangan daerah(X1) memiliki pengaruh negatif 

(berlawanan arah) terhadap kinerja keuangan(Y) sebesar -0,0261461. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika rasio kemandirian meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kinerja 

keuangan menurun sebesar 0,026%. Sebaliknya jika rasio kemandirian menurun sebesar 1% 

maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,26%. 

3. Nilai koefisien efektivitas pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif (searah) 

terhadap kinerja keuangan sebesar 0,0519632. Hal ini menunjukkan bahwa jika efektivitas 

pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kinerja keuangan 

meningkat sebesar 1%. Sebaliknya jika efektivitas pendapatan asli daerah menurun sebesar 

1% maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 1%. 

4. Nilai koefisien pengelolaan belanja daerah memilik pengaruh positif (searah) sebesar 

0,0419822. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengelolaan belanja daerah meningkat sebesar 

1% maka akan menyebabkan kinerja keuangan meningkat sebesar 1%. Sebaliknya jika 

pengelolaan belanja daerah menurun sebesar 1% maka kinerja keuangan akan menurun 

sebesar 1%. 

 

Uji T (Uji Parsial) 

Tabel 4. Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Variable Coefficient Std. Error t-

Statistic 

Prob.   

C -1.080403 1.120750 

-

0.964000 0.3376 

LOG_X1 -0.261461 0.131434 -

1.989305 

0.0497 

LOG_X2 0.519632 0.249394 2.083580 0.0400 

LOG_X3 0.419822 0.063847 6.575430 0.0000 

 Weighted 

Statistics 
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R-squared 

0.415562    Mean dependent 

var 2.926034 

Adjusted R-

squared 

0.396295    S.D. dependent 

var 

2.161337 

S.E. of 

regression 

1.452991    Sum squared 

resid 

192.1178 

F-statistic 21.56838    Durbin-Watson 

stat 

1.729673 

Prob(F-

statistic) 

0.000000  

                                         Sumber: output eviews, 2024 

 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel maka hipotesis tersebut dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari 

analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,989305 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,0497 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

2. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja keuangan daerah. Dari 

analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,083580 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,0400 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. 

3. Pengaruh Pengolaan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Dari analsis 

tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,575430 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05. Maka dapat disimpulkan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan daerah. 

 

Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan 

R-squared 0.415562    Mean dependent var 2.926034 

Adjusted R-squared 0.396295    S.D. dependent var 2.161337 

S.E. of regression 1.452991    Sum squared resid 192.1178 

F-statistic 21.56838    Durbin-Watson stat 1.729673 

Prob(F-statistic) 0.000000  
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Sumber: output eviews, 2024 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil penghitungan regresi dengan nilai F hitung 

sebesar 21,56838 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 < 0,05. Sedangkan nilai F tabel 

sebesar 2,72. Maka dari itu nilai F-hitung > F-tabel (21,56838 > 2,72) yang memiliki arti bahwa 

secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli 

daerah dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan si Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, 

hipotesis ketiga (H4) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan yakni 

variabel Rasio Kemandirian daeerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan 

belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Kinerja 

Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah            

        Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dibuktikan dari nilai 

t hitung sebesar -1,989305 yang lebih kecil dari t tabel -1,66388 serta tingkat signifikansi sebesar 

0,0497 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, hal ini berarti hipotesis 

pertama (H1) diterima, yaitu terdapat pengaruh antara rasio kemandirian daerah terhadap 

kinerja keuangan daerah. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dessy Ari Permatasari (2022) yang 

menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan daerah, dengan nilai t hitung sebesar 3,40, signifikansi 0,01 (<0,05), dan koefisien 

sebesar 2,25. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka 

semakin baik pula kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian ini juga mencerminkan sejauh 

mana masyarakat berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber utama 

pendapatan asli daerah. Ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pajak dan retribusi pun meningkat, yang pada akhirnya mendongkrak 

tingkat kemandirian daerah. Secara keseluruhan, rata-rata rasio kemandirian sebesar 20,24% 

dinilai cukup optimal, sehingga dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi dan 

memperbaiki kinerja keuangan daerah. 
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Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah                                                                   

 Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah 

(PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

t hitung sebesar 2,083580 yang lebih besar dari t tabel 1,66388 serta nilai signifikansi sebesar 

0,0400 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini 

diterima, artinya efektivitas PAD memang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Temuan ini menegaskan bahwa semakin efektif pengelolaan PAD, maka kinerja keuangan 

daerah juga akan meningkat. Efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana realisasi penerimaan 

PAD mampu mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan berdasarkan potensi 

riil daerah. Namun demikian, hasil ini juga mengindikasikan bahwa meskipun perolehan PAD 

menunjukkan tren optimal, kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah 

masih dinilai belum maksimal. Upaya peningkatan efektivitas PAD masih diperlukan agar 

kinerja keuangan dapat terus membaik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gradiana Mei Taek (2019) yang menyatakan 

bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam 

penelitiannya, Taek menjelaskan bahwa tingginya efektivitas PAD mendukung alokasi dana 

untuk belanja modal, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pembangunan 

infrastruktur dan sarana daerah. Peningkatan pembangunan ini akan mempercepat 

pertumbuhan dan memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. 

 

Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil            

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 

6,575430 yang lebih besar dari t tabel 1,66388, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. 

Artinya, pengelolaan belanja daerah berpengaruh nyata terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika belanja daerah dikelola secara efisien dan 

terkendali, maka pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan 

pengeluaran. Pengelolaan belanja yang baik ditunjukkan dari upaya pemerintah dalam 

menekan realisasi belanja agar tidak melebihi total pendapatan daerah. Efisiensi dalam 

pengeluaran ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan 

program pembangunan tanpa membebani anggaran secara berlebihan, sehingga berdampak 
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positif terhadap kinerja keuangan daerah. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Maulana Ramadhan (2022) yang juga menemukan 

bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. 

Dalam penelitiannya, Maulana menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengelolaan belanja 

sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 2,375 lebih besar dari t tabel 

1,656. Oleh karena itu, hipotesis serupa (H3) juga diterima dalam penelitiannya. Hal ini 

menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam alokasi serta realisasi belanja merupakan 

faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, 

Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah  

 Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai F hitung sebesar 21,56838 dengan signifikansi 

0,000000 lebih besar dari F tabel 2,72, sehingga variabel rasio kemandirian daerah, efektivitas 

pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Sumatera Selatan. Hipotesis keempat (H4) 

diterima. 

Penelitian ini mendukung hasil Dessy Ary Permatasari (2022) yang menyatakan bahwa 

kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama 

memengaruhi kinerja keuangan daerah. Semakin mandiri daerah dalam mengelola 

keuangannya, semakin baik kinerja keuangannya, yang berdampak pada pembangunan dan 

pelayanan publik. 

SIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui apakah rasio kemandirian keuangan daerah, 

efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan 

daerah. Sampel penelitian adalah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan periode 2018-

2023. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Hasil penelitian untuk variabel rasio kemandirian daerah (X1) diperoleh kesimpulan 

bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. (2) Hasil penelitian untuk variabel efektifitas pendapatan asli daerah (X2) 

kesimpulan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh Terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. (3) Hasil penelitian untuk variabel pengelolaan belanja daerah (X3) 

diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan pemerintah daerah (4) Hasil penelitian untuk variabel rasio kemandirian keuangan 

daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja diperoleh kesimpulan 

bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian daeerah, efektivitas pendapatan 

asli daerah dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap variabel Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka 

penulis mengemukan saran yaitu Bagi pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan hendaknya terus selalu mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah terutama pada 

sektor pendapatan daerah. Penggalian sumber-sumber daerah memiliki potensi untuk 

meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber 

keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten/kota 

di provinsi Sumatera Selatan mampu untuk mempertahankan bahkan mengingkatkan tingkat 

kemandirian keuangan daerahnya sendiri. 
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